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Abstract

This study aims to determine the level of inequality and base economic of Wonogiri Districts
in 2010-2014. This study uses secondary data involve Gross Regional Domestic Product
(GRDP) at Constant Price of 2000, GRDP per capita, Population and Economic Growth. The
analytical method uses analysis of Williamson Index, Theil Entropy Index, Static Location
Quotient (SLQ) and Dynamic Location Quotient (DLQ).
Research results show that the Williamson Index of Wonogiri District tends to decrease, the
higest level of income inequality happened in the Wonogiri Subdistric and the lowest level of
income inequality happened in the Eromoko Subdistric. Entropy Theil index shows that
inequality between subdistrict in Wonogiri District tends to decrease. Karangtengah
Subdistrict has the higest income inequality while the lowest inequality is the Purwatoro
Subdistrict. The Composite of LQ (SLQ dan DLQ) shows that the Agricultural Sector;
Electricity, Gas and Water; Trade and Communication became base sector.
Suggestions from this study cover the government of Wonogiri District is expected to
improve infrastructures such as road, bridge, irrigation canal, and communication network. In
addition, the Government of Wonogiri District should develop the potency of economy in
each of subdistricts.

Keywords: Income Inequality, Base Sector, Non Base Sector
JEL Classification: R11, R12
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1. PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi meru-

pakan suatu proses untuk mendorong
peningkatan pendapatan riil perkapita
penduduk di suatu negara dalam jang-
ka panjang. Proses tersebut juga dia-
rahkan pada perbaikan sistem kelem-
bagaan. Peningkatan pendapatan dan
kelembagaan akan berakhir pada capa-
ian kesejahteraan masyarakat. Pemba-
ngunan ekonomi yang merata dapat
mengurangi masalah-masalah ekono-
mi, seperti: kemiskinan, pengangguran
dan ketimpangan di suatu daerah (Ars-
yad, 2010).

Todaro dan Smith (2003) men-
jelaskan bahwa keberhasilan pemba-
ngunan ekonomi suatu negara di-
tunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu:
(1) perkembangan kemampuan masya-
rakat untuk memenuhi kebutuhan po-
kok; (2) peningkatan rasa harga diri
masyarakat; dan (3) peningkatan ke-
mampuan masyarakat untuk memilih.
Ketiga nilai pokok tersebut akan men-
dorong perkembangan pembangunan
ekonomi yang cenderung positif dan
merata.

Lebih lanjut Kuncoro (2012)
mengidentifikasi masalah pokok dalam
pembangunan ekonomi daerah yaitu
menekankan kebijakan pembangunan
berdasarkan potensi daerah (endoge-
nous development). Potensi daerah ter-
sebut dapat dilihat dari beberapa indi-
kator, yaitu: potensi SDM, kelemba-
gan, dan sumberdaya fisik.

Pemerintah pusat dalam proses
memajukan pembangunan daerah
membentuk kebijakan Otonomi Dae-
rah memberikan kewenangan yang se-
luas-luasnya kepada daerah, khususnya
daerah kabupaten/kota untuk menye-
lenggarakan pembangunan dan me-
ngurus rumah tangganya sendiri. De-

ngan adanya kebijkan ini diharapkan
pemerintah daerah dapat mengelola
potensi-potensi yang terdapat pada da-
erah tersebut. Dalam otonomi daerah
ada dua kondisi yang mempengaruhi
perencanaan pembangunan daerah, ya-
itu: (1) tekanan yang berasal dari ling-
kungan dalam negeri maupun luar ne-
geri yang mempengaruhi kebutuhan
daerah dalam proses pembangunan pe-
rekonomiannya; (2) kenyataan bahwa
perekonomian daerah dalam suatu ne-
gara dipengaruhi oleh setiap sektor se-
cara berbeda-beda, misalnya: beberapa
daerah mengalami pertumbuhan pada
sektor industrinya sedangkan daerah
lain mengalami penurunan pada sektor
yang sama (Kuncuro, 2004).

Salah satu indikator keberhasi-
lan perekonomian suatu daerah dapat
dilihat pada laju pertumbuhan ekono-
minya. Pertumbuhan ekonomi yang ti-
nggi dan berkelanjutan merupakan
kondisi utama bagi keberlangsungan
pembangunan ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi daerah di-peroleh dari nilai
Produk Domestik Regional Bruto (PD-
RB). Suatu daerah yang meningkatkan
nilai PDRB dari tahun ke tahun dapat
dikatakan bahwa daerah tersebut diha-
rapkan mengarah pada pertumbu-han
ekonomi yang positif (Lihat Tabel 1).
Tabel 1. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten  Wonogiri
Tahun 2010-2014 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri , 2014
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Perbedaan tingkat pertumbuhan
ekonomi baik di tingkat kabupaten ma-
upun kecamatan di Kabupaten Wono-
giri dapat dianalisis tentang ketimpa-
ngan pendapatan dan sektor basis eko-
nominya. Ketimpangan pendapatan da-
lam suatu daerah atau wilayah akan
menimbulkan permasalahan di daerah
tersebut. Ketimpangan yang tinggi a-
kan berdampak buruk bagi stabilitas
ekonomi daerah. Sehingga ketimpa-
ngan yang terjadi harus diatasi agar
tidak semakin meningkat dari tahun ke
tahun. Akan tetapi, usaha untuk men-
ciptakan pemerataan dan mengurangi
ketimpangan pendapatan sangatlah ti-
dak mudah, terutama yang disebabkan
oleh trade off antara ketimpangan
pendapatan dan pertumbuhan ekonomi
(Todaro, 2003).

Tabel 2. PDRB ADHK menurut
Kecamatan di Kabupaten Wonogiri

Tahun 2010-2014 (juta rupiah)

Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri (2014)
Tabel 2 menunjukkan bahwa

rata-rata PDRB kecamatan di Kabu-
paten Wonogiri mempunyai perbedaan
yang cukup besar dibandingkan PDRB
Kabupaten Wonogiri. PDRB Kabupa-
ten Wonogiri mengalami peningkatan
tiap tahun, begitu pula yang terjadi di
tiap kecamatan di Kabupaten Wonogi-
ri. Hal tersebut merupakan indikator
adanya ketidakmerataan sehingga akan
menyebabkan terjadinya ketimpangan
atau disparitas pendapatan antar keca-
matan di Kabupaten Wonogiri.

Ketimpangan pendapatan me-
rupakan masalah serius yang terjadi di
setiap daerah. Masalah ketimpangan
tersebut harus segera diatasi agar tidak
semakin membesar. Berbagai upaya
dalam mengatasi masalah ketimpangan
pendapatan salah satunya dapat dila-
kukan dengan cara menganalisis ada-
nya sektor-sektor basis di daerah ter-
sebut. Adanya sektor basis yang memi-
liki keunggulan kompetitif maupun ko-
mparatif dapat dikembangkan sebagai
salah satu cara untuk mengatasi masa-
lah ketimpangan yang terjadi. Kemam-
puan daerah dalam menganalisis sektor
basis sangat penting karena kontribusi
sektor basis terhadap perkembangan
perekonomian suatau daerah sangat
besar.

Beberapa rujukan studi empiris
tentang ketimpangan ekonomi antar
daerah, dapat dilihat pada Mahardiki
dan Priyo (2013) dan Kuncoro (2013).
Ditambah dengan artikel-artikel jurnal
yang menggunakan pendekatan IW,
ET, dan SLQ-DLQ (baik artikel nasi-
onal maupun asing).

Berdasarkan dari latar belakang
dan rujukan penelitian sebelumnya,
penelitian ini akan menganalisis se-
berapa besar ketimpangan pendapatan
dan sektor basis antar kecamatan di
Kabupaten Wonogiri. Untuk itu judul
penelitian ini adalah Analisis Ketim-
pangan Pendapatan dan Identifikasi
Sektor Basis Antar Kecamatan Di
Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-
2014.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN
HIPOTESIS

Menurut Arsyad (2010) pemba-
ngunan ekonomi pada umumnya diar-
tikan sebagai suatu proses yang me-
nyebabkan kenaikan pendapatan seca-
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ra riil perkapita penduduk suatu negara
dalam jangka panjang yang disertai o-
leh perbaikan sistem kelembagaan.

Menurut Kuznets dalam Toda-
ro (2003) mendefinisikan pertumbuhan
ekonomi sebagai suatu proses kenai-
kan kapasitas dalam jangka panjang
dari negara yang bersangkutan untuk
menyediakan berbagai barang ekono-
mi kepada penduduknya. Kenaikan ka-
pasitas terebut ditentukan oleh adanya
kemajuan dan penyesuaian-penyesua-
ian teknologi, institusional dan ideo-
logis terhadap tuntutan keadaan yang
ada.

Menurut Arsyad (2010) bebera-
pa teori yang digunakan dalam pemba-
ngunan ekonomi daerah sebagai beri-
kut :
1. Teori Ekonomi Neo Klasik

Teori ini memberikan dua konsep
penting dalam pembangunan eko-
nomi daerah, yaitu keseimbangan
(equilibrum) dan mobilitas faktor
produksi. Artinya, sistem pereko-
nomian akan mencapai keseim-
bangan alamiahnya jika modal da-
pat mengalir tanpa restriksi (pem-
batasan).

2. Teori basis Ekonomi
Teori basis ekonomi ini menyata-
kan bahwa faktor penentu utama
pertumbuhan ekonomi suatu dae-
rah berhubungan langsung dengan
permintaan akan barang dan jasa
dari luar daerah. Pertumbuhan in-
dustri-industri yang menggunakan
sumberdaya lokal, termasuk tena-
ga kerja dan bahan baku untuk
kemudian diekspor, sehingga akan
menghasilkan kekayaan daerah
dan penciptaan peluang kerja (job
creation) baru.

3. Teori Lokasi

Teori ini mengatakan bahwa lo-
kasi merupakan salah satu faktor
yang dapat mempengaruhi per-
tumbuhan ekonomi suatu dae-rah
karena berkaitan dengan pengem-
bangan kawasan industri.

4. Teori Tempat Sentral
Teori ini memandang bahwa ada
hirerki tempat. Jadi, setiap tempat
sentral didukung oleh sejumlah
tempat yang lebih kecil yang me-
nyediakan sumberdaya (industri
dan bahan baku). Tempat sentral
tersebut merupakan suatu pemu-
kiman yang menyediakan jasa-ja-
sa bagi penduduk daerah yang
bersangkutan.

5. Teori Kausasi Kumulatif
Dalam teori ini, Myrdal menjelas-
kan bahwa dalam proses pemba-
ngunan terdapat faktor-faktor
yang akan memperburuk perbe-
daan tingkat pembangunan diber-
bagai daerah. Keadaan tersebut
muncul sebagai akibat dari ber-
langsungnya proses kausasi kumu-
latif.

6. Teori Model Daya Tarik
Teori daya tarik industri adalah
model pembangunan ekonomi
yang paling banyak digunakan o-
leh masyarakat. Teori ekonomi
yang mendasarinya adalah bahwa
suatu masyarakat dapat mem-per-
baiki posisi pasarnya terhadap pa-
ra industrialis melalui pemberian
subsidi dan insentif.

Menurut Tarigan (2004) menje-
laskan bahwa analisis basis dan non
basis pada umumnya didasarkan pada
nilai tambah ataupun lapangan kerja.
Misalnya, penggabungan lapangan
kerja basis dan lapangan kerja non ba-
sis merupakan total lapangan kerja ya-
ng tersedia untuk wilayah tersebut. Te-
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ori basis ekonomi dibagi menjadi 2
sektor dalam perekonomian regional,
yaitu: (Tarigan, 2004).

a. Sektor Basis adalah sektor-sektor
yang mengekspor barang dan ja-
sa ke tempat diluar perbatasan
perekonomian masyarakat atau
memasarkan barang dan jasa ke-
pada orang yang datang dari luar
batas perekonomian masyarakat
bersangkutan.

b. Sektor bukan basis adalah sek-
tor-sektor yang menyediakan ba-
rang dan jasa yang dibutuhkan o-
leh orang-orang dalam batas pe-
rekonomian masyarakat yang be-
rsangkutan.

Menurut Dumairy (1996), ke-
timpangan regional dalam pembangu-
nan dapat disebabkan dengan melihat
suatu perbedaan mencolok dalam as-
pek-aspek seperti: penyerapan tenaga
kerja, alokasi dan perbankan, investasi
dan pertumbuhan. Indikator dalam me-
nganalisis ketimpangan pembangunan
daerah : 1) Distribusi Produk Domes-
tik Regional Bruto (PDRB), 2) Variasi
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita,
3) Human Development Index (HDI),
4) Kontribusi Sektoral terhadap PD-
RB, 5) Struktur Fiskal, 6) Tingkat Ke-
miskinan.

3. METODE PENELITIAN
Data yang digunakan dalam pe-

nelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh dari Badan Pusat Statistik
Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-
2014. Data yang diperlukan antara lain
Produk Domestik Regional Bruto baik
kecamatan dan Kabupaten Wonogiri,
PDRB perkapita kecamatan dan Kabu-
paten Wonogiri, Jumlah penduduk ke-
camatan dan Kabupaten Wonogiri. A-

dapun analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Analisis Ketimpangan Pendapatan

a. Indeks Williamson
Indeks Williamson meneliti hu-

bungan antara disparitas regional de-
ngan tingkat pembangunan ekonomi,
dengan menggunakan data ekonomi
negara yang sudah maju dan yang se-
dang berkembang. Rumus Indeks Wil-
liamson adalah sebagai berikut menu-
rut (Sjafrizal dalam Kuncoro, 133) :

Keterangan :
Yi = PDRB perkapita kecamatan
Y = PDRB perkapita rata-rata seluruh
kecamatan
Fi = Jumlah penduduk kecamatan
n =Jumlah penduduk seluruh keca-
matan

Nilai Indeks Williamson apabi-
la nilainya mendekati 0 berarti distri-
busi PDRB di suatu wilayah sangat
merata dan sebaliknya bila nilainya
mendekati 1 berarti tingkat ketimpa-
ngan atau disparitas di wilayah ter-se-
but sangat tinggi (Tambunan, 2001).

b. Indeks Entropi Theil
Konsep Entropi merupakan te-

ori informasi dalam mengukur kesen-
jangan ekonomi dan konsentrasi indus-
tri pada suatu wilayah. Indeks Entropi
Theil memberikan pandangan yang ta-
jam mengenai pendapatan regional per
kapita dan kesenjangan pendapatan,
kesenjangan internasional, serta distri-
busi produk domestik bruto dunia (Ku-
ncoro, 133). Indeks Entropy Theil da-
pat dihitung dengan perhitungan seba-
gai berikut (Kuncoro, 2002):

Keterangan :
I(y) = Indeks Entropi Theil
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Yj = PDRB perkapita masing-ma-
sing kecamatan
Y = Rata-rata PDRB perkapita
kabupaten
Xj = Jumlah penduduk kecamatan
X = Jumlah penduduk kabupaten

Indeks Entropy Theil yang se-
makin besar menunjukkan bahwa ke-
timpangan yang terdapat pada suatu
daerah/wilayah semakin besar atau ke-
timpangan di daerah tersebut tidak me-
rata. Demikian juga, apabila indeks
Entropy Theil semakin kecil menun-
jukkan bahwa ketimpangan yang ter-
dapat di suatu daerah/wilayah tersebut
semakin kecil/rendah atau dapat dika-
takan ketimpangan pada daerah ter-
sebut semakin merata (Kuncoro, 20-
04).
2. Analisis Sektor Basis

a. Static Location Quotient
SLQ adalah suatu perbandingan

tentang besarnya peran suatu sektor a-
tau industri di suatu kecamatan terha-
dap besarnya peran sektor atau industri
di kabupaten. SLQ dirumuskan seba-
gai berikut (Widodo, 2006) :

Keterangan :
qi = Pendapatan (PDRB) sektor i pada
wilayah kecamatan
qr = Pendapatan (PDRB) total pada
wilayah kecamatan
Qi = Pendapatan (PDRB) sektor i pada
wilayah kabupaten
Qn = Pendapatan (PDRB) total pada
wilayah kabupaten

Berdasarkan rumus diatas dapat
dijelaskan bahwa jika koefisien nilai
SLQ>1, maka sektor tersebut cende-
rung akan mengekspor output produk-
sinya ke wilayah lain, atau mungkin
mengekspor ke luar negeri. Sementara
itu, jika koefisien nilai SLQ < 1 berarti

bahwa sektor di daerah tersebut cende-
rung mengimpor dari wilayah lain atau
dari luar negeri.

b. Dynamic Location Quotient
DLQ adalah metode yang digu-

nakan untuk mengetahui perubahan
posisi sektor perekonomian di masa
yang akan datang.

DLQ dirumuskan se-bagai
berikut (Widodo, 2006):

Keterangan :
gij =Laju pertumbuhan sektor i ke-
camatan
gj =Rata-rata laju pertumbuhan
PDRB seluruh sektor kecamatan
Gi =Laju pertumbuhan sektor i ka-
bupaten
Gj =Rata-rata laju pertumbuhan P-
DRB seluruh sektor kabupaten
t =Selisih tahun penelitian
IPPSij =Indeks potensi pengembangan
sektor i di kecamatan
IPPSi =Indeks potensi pengembangan
sektor i di kabupaten

Apabila nilai DLQ>1, maka po-
tensi perkembangan sektor i di suatu
kecamatan lebih cepat dibandingkan
dengan sektor yang sama di kabupaten.
Apabila nilai DLQ < 1, maka potensi
perkembangan sektor di kecamatan le-
bih rendah dibandingkan dengan sek-
tor di kabupaten secara keseluruhan.

4. ANALISIS DATA DAN
PEMBAHASAN
1. Analisis Ketimpangan

Pendapatan
a. Indeks Williamson
Tingkat ketimpangan di Kabu-

paten Wonogiri dapat dilihat dari pen-
dapatan di 25 kecamatan di Kabupaten
Wonogiri. Tingkat ketimpangan di ma-
sing-masing kecamatan akan mem-
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bentuk ketimpangan di tingkat Kabu-
paten Wonogiri. Secara rinci tingkat
ketimpangan yang dihitung dengan
menggunakan Indeks Williamson tiap
kecamatan di Kabupaten Wonogiri
pada tahun 2010-2014  dapat dilihat
dalam tabel berikut :

Tabel 3. Indeks Williamson Menurut
Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun

2010-2014

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri Tahun
2010-2014 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3 me-
nunjukkan bahwa ketimpangan penda-
patan di Kabupaten Wonogiri menga-
lami fluktuatif. Tingkat ketimpangan
pendapatan paling tinggi terjadi di ta-
hun 2010 sebesar 0,243 turun men-jadi
0,215 pada tahun berikutnya (2011).
Tingkat ketimpangan pada tahun 2012

tidak mengalami perubahan seperti ta-
hun sebelumnya yaitu sebesar 0,215.
Tetapi dalam dua tahun terakhir ting-
kat ketimpangan terus mengalami pe-
ningkatan hingga tahun 2014 nilai se-
besar 0,222. Hal ini menunjukkan a-
danya ketimpangan pendapatan di wi-
layah Kabupaten Wonogiri.

Tingkat ketimpangan pendapa-
tan paling besar antar kecamatan di
Kabupaten Wonogiri terdapat di Keca-
matan Wonogiri yang merupakan Ibu-
kota Kabupaten. Perkembangan ketim-
pangan pendapatan yang terjadi di Ke-
camatan Wonogiri tahun 2010 sebesar
0,117 turun menjadi 0,107 di tahun
2011. Ketimpangan pendapatan me-
ngalami kenaikan di tahun 2012 sebe-
sar 0,113 dan terus mengalami kenai-
kan hingga tahun 2014 sebesar 0,126.

Sementara itu, kecamatan de-
ngan ketimpangan pendapatan paling
kecil berada di Kecamatan Eromoko.
Perkembangan ketimpangan penda-
patan yang terjadi di Kecamatan Ero-
moko dari tahun 2010 sebesar 0,002,
mengalami penurunan menjadi 0,001
pada tahun 2011 dan 2012. Ketim-
pangan pendapatan pada tahun 2013
kembali mengalami kenaikan sebesar
0,003 dan mengalami penurunan pada
tahun berikutnya menjadi 0,001. Seca-
ra keseluruhan ke-timpangan yang ter-
jadi di Kecamatan Eromoko cenderung
berfluktuatif.

b. Indeks Entropi Theil
Selain menggunakan Indeks

Williamson untuk mengukur tingkat
ketimpangan yang terjadi di suatu dae-
rah atau wilayah, dapat pula meng-
gunakan analisis dengan Indeks Entro-
pi Theil. Indeks ini dapat di-gunakan
untuk menganalisis kecenderungan ko-
nsentrasi geografis selama periode wa-
ktu tertentu dan memberikan gam-
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baran yang lebih rinci mengenai
ketimpangan spasial. Selain itu, Indeks
Entropi Theil tidak mem-punyai batas
bawah ataupun batas atas. Nilai Indeks
Entropi Theil semakin besar menan-
dakan bahwa ketimpangan yang terjadi
di daerah tersebut semakin besar. Apa-
bila nilai Indeks Entropi Theil semakin
kecil menunjukkan bahwa ketimpa-
ngan yang terjadi di daerah tersebut
semakin kecil pula.

Secara rinci ketimpangan yang
dihitung dengan Indeks Entropi Theil
tiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri
pada tahun 2010-2014 dapat dilihat
dalam tabel berikut :

Tabel 4. Indeks Entropi Theil Menurut
Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun

2010-2014

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri Tahun
2010-2014 (diolah)

Hasil dari analisis Indeks En-
tropi Theil menunjukkan bahwa ke-
timpangan pendapatan yang terjadi di
Kabupaten Wonogiri berfluktuatif.
Perkembangan Indeks Entropi Theil
dari tahun ke tahun besarnya fluktuatif
yang mana pada tahun 2010 sebesar
1,462 turun menjadi 1,460 (2011).
Pada tahun 2012 angka ketimpangan
sebesar 1,452 turun menjadi 1,450
(2013) kemudian naik menjadi 1,465
(2014).

Tabel 4 menunjukkan bahwa
kecamatan dengan ketimpangan pen-
dapatan paling besar terdapat di Keca-
matan Karangtengah. Perkembangan
Indeks Entropi Theil dari tahun 2010-
2014 di Kecamatan Karangtengah me-
ngalami penurunan. Hal ini dapat dika-
takan ketimpangan yang terjadi sema-
kin merata. Pada tahun 2010 besarnya
Indeks Entropi Theil di Kecamatan
Karangtengah sebesar 2,98 turun men-
jadi 2,50 (2011). Angka ketimpangan
turun pada tahun 2012 sebesar 2,44
namun pada tahun 2013 mengalami
kenaikan sebesar 2,46. Pada tahun 20-
14 angka ketimpangan kembali me-
ngalami penurunan menjadi 2,35. Se-
cara keseluruhan selama tahun 20-10-
2014 ketimpangan yang terjadi di
Kecamatan Karangtengah mengalami
penurunan.

Kecamatan dengan Indeks En-
tropi Theil paling kecil terdapat di Ke-
camatan Slogohimo. Hal ini menun-
jukkan bahwa ketimpangan di Keca-
matan Slogohimo paling merata diban-
dingkan dengan kecamatan lain di Wi-
layah Kabupaten Wonogiri. Perkem-
bangan ketimpangan pendapatan yang
terjadi di Kecamatan Slogohimo dari
tahun 2010-2014 berfluktuatif. Ketim-
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pangan yang terjadi pada tahun 2010
sebesar 0,78 mengalami kenaikan
menjadi 0,79 tahun 2011. Pada tahun
2012 sempat mengalami penurunan se-
besar 0,78 namun kembali naik sebesar
0,79 pada tahun 2013. Pada tahun
2014 angka ketimpangan di Keca-
matan Slogohimo mengalami penuru-
nan menjadi 0,77. Secara keseluruhan
ketimpangan yang terjadi di Keca-
matan Slogihimo selama tahun 2010-
2014 mengalami penurunan.

2. Analisis Sektor Basis
a. Static Location Quotient
Static location Quotient (SLQ)

merupakan salah satu analisis yang di-
gunakan dalam menentukan sektor
unggulan yang terdapat di suatu dae-
rah/wilayah. Perhitungan analisis SLQ
menggunakan PDRB Atas Dasar Har-
ga Konstan (ADHK) dengan cara
membandingkan besarnya nilai sektor
ekonomi di tingkat kecamatan dengan
nilai sektor ekonomi yang sama di
tingkat Kabupaten Wonogiri sehingga
dapat diketahui sektor basis dan non
basis di tiap kecamatan. Hasil dari per-
hitungan SLQ tiap kecamatan di Ka-
bupaten Wonogiri pada tahun 2010-
2014 sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Analisis SLQ Menurut
Kecamatan di Kabupaten Wonogiri

Menggunakan PDRB ADHK Tahun 2010-
2014

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri Tahun
2010-2014 (diolah)

Hasil dari analisis Static Loca-
tion Quotient (SLQ) adalah apabila ni-
lai SLQ lebih besar dari 1 (SLQ>1)
maka sektor tersebut me-rupakan sek-
tor basis. Apabila nilai SLQ lebih kecil
dari 1 (SLQ<1) maka sektor tersebut
bukan menjadi sektor basis di wilayah
tersebut.

Sektor pertanian merupakan
sektor basis yang tersebar di 17 keca-
matan. Sektor tersebut menjadi sektor
basis terbesar yang terdapat di Keca-
matan Karangtengah dengan nilai SLQ
sebesar 1,67.

Sektor pertambangan dan
penggalian  merupakan sektor basis
yang tersebar di 8 kecamatan. Sektor
tersebut menjadi sektor basis terbesar
yang terdapat di Kecamatan Giriwoyo
dengan nilai SLQ sebesar 5,99.

Sektor industri pengolahan me-
rupakan sektor basis yang tersebar di
10 kecamatan sektor industri pengo-
lahan menjadi sektor basis terbesar
yang terdapat di Kecamatan Puhpelem
dengan nilai SLQ sebesar 5,90.

Sektor listrik, gas, dan air
bersih merupakan sektor basis yang



JIEP-Vol. 16, No 2, November 2016

ISSN (P) 1412-2200   E-ISSN 2548-1451

84

tersebar di 17 kecamatan. Sektor terse-
but menjadi sektor basis terbesar yang
terdapat di Kecamatan Selogiri dengan
nilai SLQ sebesar 1,83.

Sektor bangunan merupakan
sektor basis yang tersebar di 9 keca-
matan. Sektor tersebut  menjadi sektor
basis terbesar yang terdapat di Keca-
matan Jatisrono dengan nilai SLQ se-
besar 1,83.

Sektor perdagangan, hotel dan
restoran merupakan sektor basis yang
tersebar di 14 kecamatan. Sektor per-
dagangan, hotel dan restoran menjadi
sektor basis terbesar yang terdapat di
Kecamatan Slogohimo dengan nilai
SLQ sebesar 1,45.

Sektor pengangkutan dan ko-
munikasi merupakan sektor basis yang
tersebar di 7 kecamatan. Sektor pe-
ngangkutan dan komunikasi menjadi
sektor basis terbesar yang terdapat di
Kecamatan Ngadirojo dengan nilai SL-
Q sebesar 3,55.

Sektor keuangan, sewa, dan ja-
sa perusahaan merupakan sektor basis
yang tersebar di 9 kecamatan. Sektor
keuangan menjadi sektor basis terbesar
yang terdapat di Kecamatan Jatisrono
dengan nilai SLQ sebesar 2,41.

Sektor jasa-jasa merupakan
sektor basis yang tersebar di 6 keca-
matan. Sektor tersebut menjadi sektor
basis terbesar yang terdapat di Keca-
matan Wonogiri dengan nilai SLQ se-
besar 2,86.

b. Dynamic Location Quo-
tient

Analisis Dynamic Location
Quotient (DLQ) digunakan untuk me-
ngetahui perubahan posisi sektor per-
ekonomian dimasa yang akan datang.
Perhitungan analisis DLQ menggu-
nakan rata-rata pertumbuhan ekonomi
tingkat kecamatan dan tingkat kabu-

paten. Nilai DLQ lebih dari 1 (DL-
Q>1) berarti bahwa potensi perkem-
bangan sektor-sektor perekonomian di
tiap kecamatan lebih cepat diban-
dingkan dengan sektor yang sama di
tingkat Kabupaten Wonogiri. Apabila
nilai DLQ lebih dari 1 (DLQ<1) be-
rarti bahwa potensi perkembangan
sektor-sektor perekonomian di tiap ke-
camatan lebih lambat dibandingkan
dengan sektor yang sama di tingkat
Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan Tabel 6 untuk
perhitungan DLQ pada Kabupaten
Wonogiri tahun 2010-2014 dengan
menggunakan PDRB Atas Dasar Har-
ga Konstan (ADHK) 2000 dapat dike-
tahui yang termasuk sektor basis dan
sektor non basis di masa mendatang.

Hasil dari analisis DLQ me-
nunjukkan bahwa kecamatan yang
mempunyai sektor basis terbanyak de-
ngan 9 sektor basis terdapat di 3 keca-
matan, antara lain : Kecamatan Ngun-
toronadi, Kecamatan Sidoharjo dan
Kecamatan Slogohimo. Hal ini berarti
bahwa potensi perkembangan sektor-
sektor perekonomian di 3 kecamatan
tersebut lebih cepat dibandingkan de-
ngan sektor yang sama di tingkat Ka-
bupaten Wonogiri.

Berikut hasil dari perhitungan
DLQ masing-masing kecamatan di Ka-
bupaten Wonogiri :

Tabel 6. Hasil Analisis DLQ Menurut
Kecamatan Di Kabupaten Wonogiri
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Menggunakan PDRB ADHK Tahun 2010-
2014

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri Tahun
2010-2014 (diolah)

Sektor pertanian, sektor per-
dagangan, hotel & restoran, dan sektor
pengangkutan & komunikasi meru-
pakan sektor basis terbanyak yang ter-
dapat di 24 kecamatan di Kabupaten
Wonogiri. Sementara itu, Sektor keu-
angan, sewa & jasa perusahaan meru-
pakan sektor basis paling sedikit yang
terdapat di 15 kecamatan di Kabupaten
Wonogiri.

5. KESIMPULAN, IMPLIKA-
SI, SARAN, DAN BATA-
SAN
Berdasarkan penelitian tentang

analisis ketimpangan pendapatan dan
sektor basis antar kecamatan di Kabu-
paten Wonogiri tahun 2010-2014, ma-
ka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:

Berdasarkan analisis ketimpa-
ngan pendapatan dengan mengguna-
kan Indeks Williamson dan Indeks

Entropi Theil menunjukkan bahwa: (a)
Hasil dari analisis Indeks Williamson
menunjukkan adanya ketimpangan
pendapatan di Kabupaten Wonogiri
cenderung berfluktuatif. Ketimpangan
antar kecamatan paling besar di Ka-
bupaten Wonogiri terdapat di Keca-
matan Wonogiri. Sementara itu, keca-
matan dengan ketimpangan pendapa-
tan paling kecil berada di Kecamatan
Eromoko. (b) Hasil dari analisis Indeks
Entropi Theil menunjukkan ketim-
pangan pendapatan antar kecamatan di
Kabupaten Wonogiri cenderung ber-
fluktuatif. Kecamatan dengan ketim-
pangan pendapatan paling besar terda-
pat di kecamatan Karangtengah, se-
dangkan kecamatan dengan Indeks Ke-
timpangan paling kecil terdapat di ke-
camatan Purwantoro.

Berdasarkan hasil analisis sek-
tor unggulan dengan menggunakan
analisis Location Quotient menun-
jukkan bahwa: (a) Hasil analisis SLQ
menunjukkan bahwa, sektor pertanian
merupakan sektor basis di Kabupaten
Wonogiri. Hal tersebut dikarenakan
Sektor Pertanian memiliki keunggu-
lan komparatif dan keunggulan kom-
petitif yang tersebar paling banyak ya-
itu di 17 kecamatan. Sedangkan sektor
basis paling sedikit adalah sektor pe-
ngangkutan dan lomunikasi dan sektor
jasa-jasa yang terdapat di 6 kecamatan.
(b) Hasil analisis DLQ menunjukkan
bahwa, sektor pertanian, sektor perda-
gangan, hotel dan restoran, sektor pe-
ngangkutan dan komunikasi meru-
pakan sektor basis terbanyak yang ter-
sebar di 24 kecamatan di Kabupaten
Wonogiri. Sedangkan sektor keu-
angan, Sewa dan jasa perusahaan men-
jadi sektor basis paling sedikit yang
terdapat di 15 kecamatan di Kabupaten
Wonogiri.
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Berdasarkan kesimpulan di a-
tas, maka dapat dikemukakan beberapa
saran bagi Pemerintah Kabupaten Wo-
nogiri sebagai berikut: (a) Dalam me-
ngatasi masalah ketimpangan pendapa-
tan yang terjadi antara kecamatan di
Kabupaten Wonogiri, pemerintah ha-
rus melakukan pemerataan pemba-
ngunan di tiap kecamatan dengan me-
lihat potensi-potensi yang terdapat di
daerah tersebut. Selain itu, Pemerintah
perlu memperbaiki infrastruktur dan
fasilitas penunjang (seperti jalan, jem-
batan, jaringan listrik, jaringan air dan
jaringan komunikasi) di masing-ma-
sing kecamatan. Dengan adanya kebi-
jakan tersebut diharapkan ketimpangan
pendapatan di wilayah Kabupaten Wo-
nogiri lebih merata sehingga kese-
jahteraan masyarakat akan meningkat
dan dapat mengurangi kemiskinan di
wilayah Kabupaten Wonogiri. (b)
Untuk meningkatkan sektor-sektor e-
konomi di Kabupaten Wonogiri, pe-
merintah perlu mempertahankan dan
mengembangkan sektor-sektor basis
yang terdapat di masing-masing keca-
matan karena sektor basis tersebut me-
mpunyai andil dalam peningkatan PD-
RB di tingkat kabupaten. Sementara
itu, pemerintah tidak boleh menga-
baikan sektor non basis. Pemerintah
harus membuat perencanaan kebijakan
pembangunan untuk meningkatkan
sektor-sektor non basis menjadi sektor
basis sehingga dapat mencukupi kebu-
tuhan masyarakatnya bahkan dapat
mengekspor ke luar daerah tersebut.
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